BUPATI BURU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DINAS PENDAPATAN

Menimbang

Mengingat

1.

KABUPATEN BURU

BUPATI BURU,
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Buru Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Buru maka
untuk menjamin kelancaran tugas, perlu menetapkan uraian
tugas Dinas Pendapatan Kabupaten Buru;
bahwa penetapan uraian tugas ini dimaksudkan untuk
menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pada Dinas
Pendapatan Kabupaten Buru;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas

Pendapatan Kabupaten Buru.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten

Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 174 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik
1



Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten
Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3961);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4048);



10.

11.
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13.

14,

15,

16.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahen Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
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17.

18.

19.

20.

21.

Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian  Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 474 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 06 Tahun 2012
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pendapatan Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten
Buru Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Buru Nomor 06};

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN
STRUKTURAL DAN DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BURU.
BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

a.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru;

Bupati adalah Bupati Buru;



d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru;
e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Buru,
f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Buru,;

g. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan
Kelurahan;

h. Jabatan Struktural adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin
suatu satuan organisasi negara;

i. Pejabat Struktural yang dimaksud adalah untuk jabatan struktural eselon II,
eselon III, eselon IV dan eselon V;

BAB II
KEPALA DINAS

Pasal 2
(1) Kepala Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan
desenteralisasi dibidang Pendapatan daerah, merumuskan dan
mengkoordinasikan sasaran kegiatan dinas, menyelenggarakan, mengevaluasi

dan melaporkan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas dalam
jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
b. Membina dan mengarahkan pelaksanaan urusan tata usaha dinas yang

meliputi urusan umum, keuangan dan kepegawaian;
c. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah,;

d. Membina, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan
teknis bidang pendataan dan penetapan, bidang penagihan dan bidang

penerimaan lain-lain;

e. Membina, mengarahkan dan mengkoordinasikan  penyelenggaraan
administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup
tugasnya,

f. Pembinaan dan pengawasan terhadap unit pelaksana teknis sesuai lingkup

tugasnya,



g. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam rangka

penyelenggaraan urusan desentralisasi dibidang pendapatan daerah;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

BAB III
Bagian Kesatu
SEKRETARIS DINAS

Pasal 3

(1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu kepala Dinas Pendapatan
Kabupaten Buru dalam melaksanakan penunjang teknis dan administrasi,
koordinasi dan pembinaan, pengendalian dalam urusan ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan serta kehumasan,
kerumahtanggaan dan kearsipan kepada seluruh organisasi di Dinas

Pendapatan.
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana dan program Kketatausahaan, keuangan dan

kepegawaian dinas;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
c. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;

d. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi, surat-menyurat, kearsipan,

inventarisasi dan rumah tangga dinas;

e. Penyiapan data, informasi dan penyelenggaraan penyusunan dokumentasi

dan perpustakaan;
f. Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
g. Pengelolaan administrasi latihan pegawai dan kesejahteraan pegawai;

h. Penyiapan bahan perlengkapan rumah tangga, pengadaan dan pemeliharaan,

serta penginventarisasi sarana dan prasarana dinas;

i. Pelaksanaan evaluasi dan pertanggung jawaban hasil kerja masing-masing

sub bagian sekretariat dinas;

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;



Pasal 4

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

menyelenggarakan  dan melaksanakan urusan administrasi ~umum,

perlengkapan dan kepegawaian.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a.

IS

Penyelenggaraan dan pelaksanaan pencatatan surat masuk dan keluar,
pengarsipan, pendistribusian surat/bahan cetakan, ekspedisi, penggandaan

surat serta keamanan dokumen;
Pendistribusian tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan,

Penyelenggaraan dan melaksanakan pelayanan urusan umum, perlengkapan

dan kepegawaian,

Pelaksanaan urusan rumah tangga dinas, humas, protokol, dan menyiapkan
perjalanan dinas serta mengawasi pelaksanaan keamanan dan kebersihan

kantor;

Penyelenggaraan dan pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang,

penggandaan surat dan naskah dinas;

Penyelenggaraan dan pelaksanaan koordinasi dalam hal administrasi
kepegawaian meliputi penyusunan rencana kebutuhan pegawai, daftar urut
kepangkatan (DUK), kenaikan pangkat, kenaikan gaji, pemindahan,
pemberhentian, pensiun, cuti, ujian dinas, prosedur pendidikan dan
pelatihan pegawai serta sumpah pegawai negeri sipil dan pembinaan
pegawai;

Penyelenggaraan dan pelaksanaan dokumentasi kepegawaian;

Pelaksanaan penghimpunan dan  penyusunan inventarisasi  data
kepegawaian,
Penyusunan perencanaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sub bagian umum

dan kepegawaian sebagai acuan pelaksanaan tugas;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris Dinas Pendapatan sesuai

dengan lingkup tugas dan fungsinya;



Pasal 5

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan dan
melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan serta

melaksanakan dan menyelenggarakan administrasi perencanaan.
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Pelaksanaan penghimpunan dan pengkajian Peraturan Perundang-
Undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-
bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas-tugas bagian perencanaan

dinas;

b. Pelaksanaan inventarisasi dan penginputan data dan informasi dalam rangka
penyusunan program dan rencana kegiatan dari masing-masing bidang
dalam lingkungan Dinas;

c. Penyusunan rencana umum program kerja lima tahunan dinas;

d. Penyusun dan mengkoordinasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) dinas sesuai ketentuan;

e. Penyusunan laporan berkala tahunan dengan cara menghimpun data,
mempelajari, mengelola dan menganalisa laporan hasil pelaksanaan

program/kegiatan,;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan sekretaris dinas pendapatan sesuai

dengan lingkup tugas dan fungsinya;

Pasal 6

(1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan dan
melaksanakan koordinasi dalam hal pengelolaan keuangan dan perbendaharaan

serta menyusun rencana anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung.
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Penyusunan rencana dan tatalaksana belanja tidak langsung dan belanja
langsung;
b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan administrasi gaji pegawai;
c. Penyelenggaraan dan pelaksanaan penyusunan dan pelaporan keuangan;

d. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembukuan, pertanggung jawaban,
verifikasi, laporan dan pembinaan bendaharawan;
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e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan lingkup

tugas dan fungsinya;

Bagian Kedua
BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN

Pasal 7
(1) Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas membantu kepala
dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana programm

kerja bidang pendataan dan penetapan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja bidang pendataan dan

penetapan pendapatan daerah;

b. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi

daerah;

c. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perpajakan daerah dan retribusi

daerah;
d. Pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah;
e. Pelaksanaan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah,;

f Pelaksanaan evaluasi dan pertanggung jawaban hasil kerja masing-masing

seksi bidang pendataan dan penetapan,

g. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan memberi  petunjuk

pelaksanaan tugas;
h. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala;

i, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Pasal 8

(1) Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas membantu kepala
Bidang Pendataan dan Penetapan dalam melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan rencana program kerja bidang pendataan dan pendaftaran.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pendataan dan pendaftaran;



b. Melakukan pendataan dan pendaftaran terhadap subjek wajib pajak daerah

dan retribusi daerah;

c. Melaksanakan penertiban surat pengukuhan dan penunjukan sebagai wajib

pajak daerah;
d. Penatausahaan terhadap hasil pajak daerah dan retribusi daerah;

e. Mengawasi dan mengendalikan atas objek pajak daerah dan objek retribusi

daerah;

f. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan memberi petunjuk

pelaksanaan tugas;
g. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Pasal 9

(1) Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan mempunyai tugas membantu kepala
bidang pendataan dan penetapan dalam melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan rencana program kerja seksi perhitungan dan penetapan

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Menyusun dan pelaksanaan rencana kegiatan program kerja bidang

pendataan dan penataan,

b. Membuat nota perhitungan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan
hasil nota pemeriksaaan dan atau laporan perhitungan pajak daerah dan

retribusi daerah terhutang lainnya;

c. Pembuatan perhitungan dan penetapan surat ketetapan pajak daerah (SKPD)

dan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD);

d. Menetapkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Ketetapan
Retribusi (SKR);

e. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan memberi petunjuk

pelaksanaan tugas;

f. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
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Bagian Ketiga

BIDANG PENAGIHAN

Pasal 10

(1) Kepala Bidang Penagihan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
Pendapatan dalam melaksanakan pembukuan penerimaan pajak daerah dan

retribusi daerah.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja bidang penagihan berdasarkan
rencana kegiatan masing-masing seksi dilingkup bidang penagihan sebagai
bahan penyusunan program kerja dinas pendapatan;

b. Penyelenggaraan pembukuan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;

c. Penyiapan pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah dan
retribusi daerah;

d. Pelaksanaan rekonsiliasi dan verifikasi penerimaan pajak daerah dan
retribusi daerah;

e. Pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi
kewenangan pemerintah daerah;

f. Penerbitan surat tagihan pajak daerah, surat perjanjian pencicilan
pembayaran piutang pajak daerah dan retribusi daerah;

g. Pelaksanaan penerimaan permohonan banding/keberatan wajib pajak

daerah;

h. Pelaksanaan evaluasi dan pertanggungjawaban hasil kerja masing-masing

seksi bidang penagihan;

i, Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan memberi petunjuk

pelaksanaan tugas;
j. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala;

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Pasal 11

(1) Kepala Seksi Pembukuan dan Verifikasi mempunyai tugas membantu Kepala

Bidang Penagihan dalam melaksanakan tugas pembukuan dan verifikasi.

(2) Uraian tugas sebagimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
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Melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak daerah dan retribusi
daerah;

Melakukan verifikasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
Melaksanakan perhitungan hasil penetapan pajak daerah dan retribusi
daerah;

Membuat laporan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta daftar

piutang pajak daerah dan retribusi daerah;

. Menyiapkan laporan secara periodik realisasi penerimaan pajak daerah dan

retribusi daerah;

Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan memberi petunjuk

pelaksanaan tugas;
Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
Pasal 12

(1) Kepala Seksi Penagihan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penagihan

dalam melaksanakan penagihan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1] terdiri dari :

a.

b.

Melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;

Melakukan pengawasan terhadap pembayaran piutang/ tunggakan pajak

daerah dan retribusi daerah;

Menyiapkan surat peringatan, surat teguran, surat usulan untuk penyitaan

dan surat usulan untuk pelelangan;
Penerimaan karcis/bill/tanda masuk untuk diperforasi/dilegalisir;
Menyiapkan surat keterangan pembayaran pajak (fiskal);

Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan memberi petunjuk

pelaksanaan tugas;
Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

12



Bagian Keempat

BIDANG PENERIMAAN LAIN - LAIN

Pasal 13

(1) Kepala Bidang Penerimaan lain-lain mempunyai tugas membantu Kepala Dinas

Pendapatan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana

program kerja bidang penerimaan lain-lain.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a.

Melakukan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja penerimaan
lain-lain;
Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyusunan

perencanaan dan pengembangan objek pajak dan objek retribusi daerah
serta penerimaan lain-lain;

Melaksanakan penatausahaan dan pelaporan penerimaan lain-lain serta
pendapatan lain-lain;

Melaksanakan koordinasi pemungutan dan penerimaan Pendapatan
lain-lain;

Pembinaan dan pemantauan bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
dan Badan Usaha Daerah lainnya;

Melaksanakan pembinaan dan panataan pungutan, evaluasi dan
pemutakhiran data PBB;

Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan memberi petunjuk

pelaksanaan tugas;
Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala;
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Pasal 14

(1) Kepala Seksi Penerimaan Pusat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

Penerimaan lain — lain dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

rencana program kerja bidang penerimaan pusat.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Melaksanakan pembukuan penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak

dan membuat laporan secara periodik;

b. Menghimpun data penerimaan bagi hasil dan pendapatan lain-lain;

C.

Melaksanakan pemantauan pelaksanaan dana bagi hasil daerah;
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Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pendataan, pungutan dan evaluasi

serta pemutakhiran data pajak bumi dan bangunan (PBB).

Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan memberi petunjuk

pelaksanaan tugas;
Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala;
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Pasal 15

(2) Kepala Seksi Penerimaan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

Penerimaan lain-lain dalam melaksanakan penerimaan daerah lain-lain.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a.

Melaksanakan pembukuan penerimaan daerah lain-lain dan kontribusi
bagian laba badan usaha milik daerah dan penerimaan pendapatan lain -

lain sesuai ketentuan yang berlaku;

Melakukan verifikasi penerimaan bagian laba badan usaha milik daerah dan
penerimaan pendapatan lain-lain asli daerah yang sah;

Membuat laporan realisasi kontribusi bagian laba badan usaha milik daerah
dan penerimaan pendapatan lain-lain asli daereah yang sah;

Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas;

Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 16

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendapatan dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan pada wilayah kerjanya

sesuai kewenangan yang diberikan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a.
b.

Menyusun rencana kegiatan kepala UPTD;

Menyusun juklak kerja dengan cara mempelajari pedoman kerja di wilayah
administrasinya;

Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program di kecamatan;
Melakukan konsultasi dengan dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pembangunan Pendapatan di wilayah kerjanya;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
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BAB IV
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 17

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Buru adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini merupakan bagian tak

terpisahkan.

BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal, 02 Juli 2013

Diundangkan di Namlea
pada tanggal, 02 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH
{KABUPATEN BURU,

N »
Attclere—
e ben
ABDUL ADJID SOULISA

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2013 NOMOR
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